BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka

dapat

dikerucutkan dalam kesimpulan berikut :

1.

Praktik jual beli kosmetik bekas di Surabaya yang dilakukan
melalui Instagram di mana penjual memposting produk yang akan
dijualnya dengan memberikan keterangan produk dan disertai
dengan harga. Namun terkadang penjual jarang membersihkan
kosmetik yang akan dijualnya juga terdapat kerugian yang dialami
pembeli yaitu keterangan di caption instagram berbeda saat
barang tersebut sudah berada di tangan pembeli.

Praktik jual beli kosmetik bekas yang telah dianalisis ini menurut
istinbath sadd al-dhari‘ah tidak diperbolehkan.Begitu juga jika
dilihat dari Hukum Islam. Karena dalam hal ini, pembeli merasa
dirugikan karena tidak mendapat jaminan kebersihan juga
keterangan produk yang berbeda, walaupun pihak penjual telah
menerangkan bahwa kosmetik yang dijual adalah kosmetik bekas.
Kemudian jika dilihat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen penjual kosmetik bekas ini tidak
memenuhi pasal 7 ayat 2 dan 4 dimana menjelaskan bahwa setiap

penjual atau pelaku usaha yang harus memperhatikan keamanan
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dan keselamatan bagi konsumen agar konsumen tidak merasa
dirugikan saat mengonsumsi. Sedangkan di dalam praktik ini
penjual tidak memperhatikan kebersihan juga tidak jujur dalam

memberikan keterngan gambar sehingga merugikan konsumen.

Dengan adanya praktik jual beli seperti ini, maka penulis memberikan

sedikit saran agar jual beli tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual

beli yaitu :

1.

Hendaknya penjual menjual kosmetik yang baru yang benar-benar
aman untuk dikonsumsi masyarakat agar masyarakat tidak
mengalami kerugian.

Hendaknya masyarakat hanya membeli kosmetik yang baru yang
tentunya aman dan halal untuk dikonsumsi dengan
memperhatikan kemanan dan kebersihan produknya.

Memberikan penyuluhan mengenai Undang-Undang Perlindungan
Konsumen terhadap masyarakat terutama para pelaku ekonomi
dan hendaknya ada pengawasan ketat dari pemerintah dalam

aktivitas jual beli agar sesuai dengan undang-undang yang

berlaku.



